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G. RINGKASAN ISI :  

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pemberhentian 

Presiden dan/ atau Wakil Presiden dalam masa jabatan menurut UUD 1945 baik 

sebelum perubahan maupun setelah perubahan kaitannya dengan Negara 

Demokrasi. Selain itu juga untuk mengetahui implikasi yurudis dari adanya 

ketentuan mengenai pemberhentian presiden dan/ atau wakil presiden dalam masa 

jabatan yang diatur dalam UUD 1945 setelah perubahan. 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat 

preskriptif dan terapan. Penelitian yang bersifat preskriptif merupakan penelitian 

hukum dalam rangka untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, 

maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Jenis 

data yang digunakan yaitu data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan 

mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.  

Berdasarkan pembahasan dihasilkan simpulan, yaitu pertama, UUD 1945 

sebelum perubahan tidak ada pengaturan mengenai prosedur pemberhentian 

presiden dan/ atau wakil presiden dalam masa jabatan namun dalam praktek yang 

terjadi, ada dua presiden yang diberhentikan di tengan masa jabatannya yaitu 

Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid. Kemudian setelah adanya 

perubahan UUD 1945 maka pengaturan mengenai alasan-alasan dan prosedur 

pemberhentian presiden dan/ atau wakil presiden sudah diatur lebih tegas yaitu 

diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945  hasil perubahan. Apabila DPR 

sebagai lembaga legislatif dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasannya 

berpendapat bahwa presiden dan/ atau wakil presiden telah melakukan 

pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, 

tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak 

lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden maka pendapat 

tersebut harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yudikatif 

untuk memeriksa dan memutus. 
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